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 Abstract: Cleanliness a reflection for every individual in maintaining the 
health that is so important in everyday life. As we know that hygiene is a 
condition free of all impurities, diseases, etc., which can harm all aspects 
of every activity and behavior of the community environment. Makassar 
is one of the cities that is currently committed to making the city free of 
waste or Makassar slogan not slap. This study aims to determine the 
implementation of policy. To measure the implementation of Makassar 
policy does not rantasa research menggukana fishborn theory, The basic 
concept of a fishbone diagram is a fundamental problem placed on the 
right side of the diagram or on the head of the skeleton of the fishbone. 
Implementation is still lacking and the community must intervene also 
help the government in realizing makassar into a clean city where the 
community must menjada cleanliness of each environment, Activate 
gotong royong in every urban kelurahan - makassar district to be all 
involved in peogram work MTR or makassar not rantasa and the main 
cause for the implementation of the policy can run according to the 
desired where the matter of hygiene equipment that must be complete at 
setiak kelurahan located in Each district of Makassar city. 
Keywords: Cleanliness, Local Government, Policy Implementation 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Abstrak: Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam 
menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-
hari.  seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu 
keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain lain, yang 
dapat merugikan segala aspek  yang menyangkut setiap kegiatan dan 
perilaku lingkungan masyarakat. Makassar adalah salah satu kota yang 
saat ini sedang berkomitmen menjadikan kota makassar bebas sampah 
atau dengan slogan makassar tidak rantasa. penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi kebijakan.  Untuk mengukur pelaksanaan 
kebijakan makassar tidak rantasa penelitian menggukana teori fishborn , 
konsep dasar dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar 
diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari 
kerangka tulang ikannya. Implementasinya masih kurang dan 
masyarakat harus turun tangan juga membantu pemerintah dalam 
mewujudkan makassar menjadi kota bersih dimana masyarakat harus 
menjada kebersihan lingkungan masing – masing, aktifkan gotong 
royong di setiap kelurahan – kelurahan kota makassar tersebut agar 
semuat turut terlibat dalam peogram kerja MTR atau makassar tidak 
rantasa  dan penyebab utama agar implementasi kebijakan tersebut bisa 
berjalan sesuai yang di inginkan di mana soal peralatan kebersihan yang 
harus lengkap di setiak kelurahan yang berada di masing-masing 
kecamatan kota makassar. 
Kata kunci: Kebersihan, Pemerintahan Daerah, Implementasi 
Kebijakan 
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PENDAHULUAN 
Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan 
yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.  seperti yang kita ketahui bahwa 
kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, 
dan lain lain, yang dapat merugikan segala aspek  yang menyangkut setiap 
kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Sebagaimana di ketahui bahwa 
kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun 
lingkungan sosial. Maka sebagai individu harusnya segala aspek  yang ada dalam 
masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan 
yang bersih setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah 
faktor yang merugikan seperti kesehatan. Kesehatan itu begitu mahal harganya. 
Sehingga semuanya harus di olah dengan baik .  
Lingkungan yang kotor berarti penganggu kesehatan yang juga berarti 
membuat bibit penyakit.  Hampir diseluruh kota di Indonesia belum bisa 
menyelesaikan permasalahan mengenai kebersihan dan sampah. Permasalahan ini 
muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam 
pelaksanaannya. Kondisi perkotaan yang masih jauh dari predikat kota bersih 
adalah hal yang masih menjadi info populer diangkat oleh banyak media setiap 
harinya. Ketika sampah masih banyak berserakan dimana-mana kerap dianggap 
tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, 
keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K.   
Secara nasional pemerintah sudah sangat serius terkait dengan penanganan 
kebersihan dan pengelolaan sampah, sebagaimana dengan dibuatkannya  Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah 
yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. sesuai dengan 
amanah UUD RI No. 18 Tahun 2008, maka pemerintah membuat peraturan 
tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 
tangga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2012. 
Makassar merupakan salah satu kota besar baik dari segi perekenomian 
serta volume penduduknya semakin meningkat baik dari penduduk asli Kota 
Makassar sampai pada orang-orang yang merantau seperti mencari kerja maupun 
menempuh pendidikan di kota yang dikenal dengan kota daeng . Dikenal sebagai 
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kota besar dan bahkan menjadi kota metropolitian  membuat kebersihan dan 
kerapian menjadi hal yang serius yang harus diperhatikan mengingat, kota 
makassar juga merupakan central dan jalur perdagangan perekonomian bagi di 
wilayah Indonesia Timur.   Keadaan ini tentunya  menjadi  masalah yang sangat 
kompleks karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat 
yang beragam. 
Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi 
masalah 92 kebersihan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan 
tentang kesehatan yang tidak merata. Sealian itu, adanya pengaruh dari  kebiasaan 
masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau 
sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang 
sampah bukan pada tempatnya membuat kondisi kota menjadi memprihatinkan 
baik dari segi kebersihan, keindahan dan kerapihan begitupun dengan kesehatan 
masyarakat pada umumnya. 
Sebagaimana banyaknya peratuan yang mulai dibuat oleh pemerintah kota 
Makassar sejak tahun 2011 tentang pengelolaan sampah kemudian dilanjutkan 
dengan oleh Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ 
kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dengan 
maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan 
pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam 
lingkup pemerintah Kota Makassar dan bertujuan agar lebih menyederhanakan 
sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 
khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan. 
Hal ini tentunya sudah sangat mencerminkan keseriusan dari pemerintahan 
kota makassar untuk berupaya dan berkomitmen menjadikan kota makassar lebih 
baik, bersih dan bebas dari sampah.  Namun demikian kebijakan dan peratuan 
yang sduah dibuat sedemikian rupa tidak akan sempurna tanpa adanya dorongan 
dan partisipasi dan kesadaran dari semua pihak untuk terus menerus berkomitmen 
menajdikan kota makassar bebas sampah atau dengan slogan makassar tidak 
rantasa. Oleh karena perlu dilakukan sebuah penelitian tentang perlu dilakukan 
sebuah kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan  kebijakan program Makassar 
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tidak rantasa. implementasi kebijakan makassar tidak rantasa harus ditinjau 
dengan menggunakan teori Isikawa.  
TINJAUAN PUSTAKA 
a. Implementasi Kebijakan  
Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti 
(2012:20) memaknai implementasi kebijakan ke dalam beberapa kata kunci yaitu, 
untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji sebagaimana 
dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output 
sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk 
menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete). 
Dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20) Van Meter dan Van Horn 
(1974) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai Policy implementation 
encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are 
directed at the achievement of objectivesset forth in prior policy dicisions. 
Mengutip pernyataan dari Nugroho (2012:674) dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya, 
tidak lebih dan kurang, dimana terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan 
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu dengan langsung 
mengimplementasikannya dalam bentuk program, atau melalui formulasi 
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan turunan 
yaitu dimulai dari kebijakan publik yang kemudian diturunkan ke dalam program, 
kemudian dilanjutkan menjadi proyek, dan di implementasikan dalam bentuk 
kegiatan yang diberikan kepada pemanfaat atau kelompok sasaran (Nugroho, 
2012:675). 
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Gambar. 1 Implementasi Kebijakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementasi kebijakan memberikan 60% pengaruh terhadap keberhasilan 
kebijakan, 20% rencana dan 20% sisanya adalah bagaimana mengendalikan 
implementasi. Mengimplementasikan kebijakan bukanlah masalah yang mudah, 
beberapa hal terkait kebijakan (masalah) yang terkadang tidak dijumpai dalam 
konsep, akan muncul dalam implementasi di lapangan, terutama yang 
berhubungan dengan masalah konsistensi dari implementasi kebijakan itu sendiri 
(Nugroho, 2012:681). Implementasi kebijakan bukan hanya aktivitas administrasi 
belaka, yang hanya dimaknai sebagai fungsi pembagian kerja, pemberian perintah 
serta mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam konseptualisasinya yang 
sering disebut dengan command and control saja. Implementasi kebijakan 
melibatkan berbagai elemen seperti kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang 
bertugas sebagai implementor kebijakan, kemampuan sumber daya manusia, dan 
sebagainya (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:11). Selain teori tentang 
implemntasi kebijkan, untuk melihat jalannya kebijakan dan program Makassar 
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tidak rantasa, teori iskawa mapping dengan menggunakan diagram fishborn 
menjadi pendukung mengukur jalanya implementasi kebijakan tersebut. 
Gambar. 2. Iskawa mapping dan diagram fishborn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram Fishbone sering juga disebut dengan istilah Diagram Ishikawa. 
Penyebutan diagram ini sebagai Diagram Ishikawa karena yang mengembangkan 
model diagram ini adalah Dr. Kaoru Ishikawa pada sekitar Tahun 1960-an. 
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Mengapa diagram ini dinamai diagram fishbone? Penyebutan diagram ini sebagai 
diagram fishbone karena diagram ini bentuknya menyerupai kerangka tulang ikan 
yang bagian-bagiannya meliputi kepala, sirip, dan duri. Diagram fishbone 
merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara 
grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan 
suatu permasalahan. Menurut Scarvada (2004), konsep dasar dari diagram 
fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari 
diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya. 
Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya. Kategori 
penyebab permasalahan yang sering digunakan sebagai start awal meliputi 
materials (bahan baku), machines and equipment (mesin dan peralatan), 
manpower (sumber daya manusia), methods (metode), Mother 
Nature/environment (lingkungan), dan measurement (pengukuran). Keenam 
penyebab munculnya masalah ini sering disingkat dengan 6M. Penyebab lain dari 
masalah selain 6M tersebut dapat dipilih jika diperlukan. Untuk mencari penyebab 
dari permasalahan, baik yang berasal dari 6M seperti dijelaskan di atas maupun 
penyebab yang mungkin lainnya dapat digunakan teknik brainstorming (Pande 
&Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004).  
Diagram fishbone ini umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi 
permasalahan dan menentukan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut. 
Selain digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan penyebabnya, 
diagram fishbone ini juga dapat digunakan pada proses perubahan. Scarvada 
(2004) menyatakan Diagram fishbone ini dapat diperluas menjadi diagram sebab 
dan akibat (cause and effect diagram). Perluasan (extension) terhadap Diagram 
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Fishbone dapat dilakukan dengan teknik menanyakan “Mengapa sampai lima kali 
(five whys)” (Pande & Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004). 
PEMBAHASAN 
a. Kebijakan  Pemerintah  untuk Kebersihan Kota Makassar    
Perkotaan atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan 
perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi yang berkembang 
sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk 
yang sangat besar, dengan karateristik dan persoalan yang berbeda dan spesifik. 
Oleh karenanya suatu perkotaan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam 
pemecahan persoalan yang dihadapi, salah satu persoalan perkotaan yang cukup 
krusial adalah masalah sampah kota. Kehidupan manusia tidak lepas dengan 
sampah. Setiap orang, pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas 
lingkungan yang disebabkan oleh sampah terkait dengan adanya hubungan yang 
erat dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan perilaku masyarakat 
terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem 
pengelolaan yang dilakukan. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia 
persoalan sampah lebih banyak disebabkan masalah sosialnya, dibandingkan 
dengan masalah teknologinya. Hal ini disebabkan karena persoalan teknologi 
pengolahan sampah sebenarnya sudah ada. Hanya penerapannya saja yang 
memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi setempat. Sedangkan 
persoalan sosial atau masyarakat memerlukan pendalaman khusus karena terkait 
dengan nilai dan norma masyarakat.Paradigma baru dalam suatu pembangunan 
adalah lebih mengutamakan perencanaan dari bawah (bottom-up) untuk 
menghasilkan partisipasi maksimal dari masyarakat yang terlibat dalam proses 
pembangunan.  
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Proses pembangunan yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan 
sosial budaya. Agar pembangunan menjadi proses yang dapat bergerak maju 
sendiri (self sustaining process) tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. 
Demikian juga masalah pengelolaan sampah di perkotaan, apabila menginginkan 
dapat terselesaikan secara mendasar, maka masyarakat harus diberdayakan secara 
optimal. Maka dari itu dengan makalah ini kami mencoba untuk melihat 
permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta strategi 
penyelesaian masalah dalam pengelolaan sampah perkotaan secara komprehensif 
didasarkan pada pendekatan sistem. Hal ini bertujuan untuk memberikan usulan 
pemecahan masalah dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu. 
Walikota Makassar Danny Pomanto sapaan Mohammad Ramdhan 
Pomanto mengalakkan , program Gemar MTR . Program MTR ini  harus dimulai 
dari lingkungan pegawai Pemkot Makassar dan unsur musyawarah pimpinan 
daerah (Muspida) Kota Makassar. Harus berangkat dari SKPD Pemkot Makassar, 
Makassar ta tidak rantasa ini adalah agenda pertama pasangan DIA (Danny 
Pomanto-Syamsur Rizal). Kata rantasa digunakan untuk menggali kultur yang ada 
di kota Makassar,Walikota makassar yang juga arsitek profesional ini 
mengingatkan kepada SKPDnya agar tidak saling mengharap dalam program 
tersebut. SKPD hingga camat dan lurah se-Kota Makassar wajib membersihkan 
ketika mendapati sampah.“Ditekankan pula kepada Dinas Kebersihan, untuk lebih 
memaksimalkan fungsi truk angkutan yang dimiliki, dan juga kesejahteraan para 
pelaku persampahan,” imbau Danny. Khusus lurah, bertuga sosialisasi Gemar 
MTR dari rumah ke rumah (door to door) melalui brosur-brosur, sebelum aksi 
aksi bersama.Deng Ical sapaan Syamsu Rizal mengatakan, persoalan rantasa 
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bukan hanya pada persoalan kebersihan, tetapi juga pada pola pikir dan 
perilaku.“Ini akan menjadi langkah awal, untuk merubah pola pikir dan perilaku 
masyarakat Makassar untuk lebih disiplin dan peduli, dan ini tentunya harus 
dimulai dari para pemimpin,” katanya Memang belum berjalan secara 
keseluruhan. Namun saya akan berusaha melakukannya secara bertahap, salah 
satu kendalanya adalah anggarannya belum cair. Ia berharap anggarannya dapat 
cair pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang 
akan dibahas akhir tahun ini, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi pengelolaan sampah adalah kegiatan 
yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 
dan penanganan sampah.  
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas 
berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas 
keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan 
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan 
sampah sebagai sumber daya, Demikian halnya yang terjadi di Kota Makassar sebagai 
kota metropolitan masalah persampahan masih merupakan masalah yang sangat 
kompleks. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah organisasi 
pemerintah yang bertanggung jawab untuk menciptakan kebersihan kota Makassar yang 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009 Tentang 
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. 
Masyarakat kota Makassar perlu waspada apabila tidak mengubah prilaku 
Pemerintah Kota Makassar menerapkan sanksi denda hingga Rp 5 juta untuk 
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pelanggaran membuang dan mengangkut sampah pada siang hari. Pemberlakuan 
sanksi denda itu seiring dengan kebijakan pengalihan operasional truk pengangkut 
sampah yang hanya beroperasi pada malam hari. Menurut Sekretaris Kota 
Makassar Ibrahim Saleh, dengan kebijakan tersebut maka sampah yang dihasilkan 
rumah tangga maupun kantor hanya bisa dikeluarkan pada malam hari mulai 
pukul 20.00 hingga pukul 21.00 WITA. Dan pemberlakuan aturan ini mulai 
tanggal 18 Agustus 2014 Di sisi lain, penerapan denda tersebut juga diharapkan 
mampu menekan terjadinya penumpukan sampah di seluruh tempat pembuangan 
sementara (TPS) seiring dengan pemberlakukan kebijakan jam operasional truk. 
Dari uraian diatas dimana tentang isu yang ada di masyarakat  sekarang 
dimana pemerintah kota makassar mengeluarkan suatu kebijakan yaitu makassar 
tidak rantasa atau artinya makassar tidak kotor dimana banyaknya sampah – 
sampah  yang berserakahn di  ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini dan 
kurangnya perhatian khusus dalam menjaga kesehatan dalam masyarakat kota 
makassar tersebut dimana pemerintah berinisiatif membuat suatu kebijakan di 
mana  kebijakan ini mulai diperkenalkan didepan warga Kota Makassar pada hari 
Minggu tanggal 15 Juni 2014 dalam acara Akbar A'bbulo Sibatang Lompoayang 
digelar di Celebes Convention Centre (CCC) Jalan Metro Tanjung Bunga. 
Ternayata kebijakan yang di buat pemerintah bukan lah hal yang mudah, program 
– program kerja sudah di laksanakan seperti melaksanakan kerja bakti di setiap 
kelurahan di kota makassar bersama masyarakat – masyarakat sekitar, pemerintah 
kelurahan pun melakukan kerja sama dengan ketua RT setempat, dimana 
langsung door to door ke rumah – rumah yang banyak sampahnya berserakan di 
halaman rumah mereka termasuk rumah saya, kita di wajibkan keluar rumah 
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untuk melakukan kerja bakti bersama tetangga – tetangga sekitar yang langsung di 
awasi pemerintah setempat dan pemerintah pun memberikan suatu  sanksi kepada 
masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan, tidak main – main sanksi 
yang di berikan sebesar 5 juta rupiah dimana setengah dari jumlahnya akan di 
berikan bagi mereka yang mendapatkan masyarakat yang melangar perbuatan  
tersebut , dimana hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam sanksi yang di 
berikan pemerintah ke pada masyarakat, tidak hanya itu pemerintah juga harus 
konsisten dengan pengawasan dan pelaksanaan dalam kebijakan yang telah 
mereka buat jangan sampai program – program yang mereka buat hanya berjalan 
1 sampai 2 bualan saja, pemerintah harus lebih banyak berkodinasi kepada 
stekholder yang berkait, dimana masyarakat harus juga terjun langsung dalam 
menyukseskan program kerja yang di buat oleh pemerintah tersebut dimana 
masyarakat yang di maksud adalah, mahasiswa, tokoh masyarakat, lsm dan 
pemerintah itupun sendiri pemerintah juga bisa mengandeng pihak swasta 
apabilah di butuhkan tapi dengan deal – deal politik yang pro ke rakyat bukan 
sebaliknya dimana dalam teori diagram ishikawa atau biasa di sebut juga diagram 
tulang ikan dimana pemerintah harus menjalankan programnya dengan melihat : 
1. Tentukan target dan tujuan; 
2. Tentukan metoda pencapaian; 
3. Lakukan sosialisasi melalui pelatihan; 
4. Terapkan pekerjaan; 
5. Lakukan pemeriksaan dari implementasi yang berjalan; 
6. Lakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
Dimana  6 point di atas sudah jelas, pemerintah sudah menjalankanya 
dimana pemerintah harus lebih konsisten dalam menjalankan program kerjanya 
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dan untuk mencapai semua tujuan yang di inginkan sebelumnya dengan cara kerja 
keras dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat maupun pihak – pihak 
yang terkait di dalamnya agar kota Makassar yang kita cintai ini bisa menjadi kota 
yang damai dan tentram yaitu 3 K : keindahan, kebersihan dan kerapihan. 
b.  Analisis Ishikawa Mapping dalam Menyelesaikan Masalah 
Implementasi kebijakan  
Diagram Fishbone sering juga disebut dengan istilah Diagram Ishikawa. 
Penyebutan diagram ini sebagai Diagram Ishikawa karena yang mengembangkan 
model diagram ini adalah Dr. Kaoru Ishikawa pada sekitar Tahun 1960-an. 
Mengapa diagram ini dinamai diagram fishbone? Penyebutan diagram ini sebagai 
diagram fishbone karena diagram ini bentuknya menyerupai kerangka tulang ikan 
yang bagian-bagiannya meliputi kepala, sirip, dan duri. Diagram fishbone 
merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara 
grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan 
suatu permasalahan. Menurut Scarvada (2004), konsep dasar dari diagram 
fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari 
diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya. 
Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya. Kategori 
penyebab permasalahan yang sering digunakan sebagai start awal meliputi 
materials (bahan baku), machines and equipment (mesin dan peralatan), 
manpower (sumber daya manusia), methods (metode), Mother 
Nature/environment (lingkungan), dan measurement (pengukuran). Keenam 
penyebab munculnya masalah ini sering disingkat dengan 6M. Penyebab lain dari 
masalah selain 6M tersebut dapat dipilih jika diperlukan. Untuk mencari penyebab 
dari permasalahan, baik yang berasal dari 6M seperti dijelaskan di atas maupun 
penyebab yang mungkin lainnya dapat digunakan teknik brainstorming (Pande 
&Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004).  
Diagram fishbone ini umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi 
permasalahan dan menentukan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut. 
Selain itu diagram fishbone ini juga dapat digunakan pada proses perubahan. 
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Scarvada (2004) menyatakan Diagram ini dapat diperluas menjadi diagram sebab 
dan akibat (cause and effect diagram). Perluasan (extension) terhadap Diagram 
Fishbone dapat dilakukan dengan teknik menanyakan “Mengapa sampai lima kali 
(five whys)” (Pande & Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004). 
 
Gambar. 3 Iskawa mapping dan diagram fishborn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari kerangka diagram Fishbone di atas, dimana kepala ikan atau kotak 
yang di ujung sebelah kanan yaitu tentang masalah utamanya dan   di mana 
kelompok penyebab yaitu merupakan sirip dari diagram fishbone seperti 
pemerintah sendiri dan masyarakat dan yang merupakan duri yaitu penyebab 
masalah, dimana pemerintah yang bertugas yang di beri wewenang oleh atasanya 
dimana  kurang  menjalankan tugas dan fungsinya sebgai pelayan masyarakat dan 
Implementasi 
Kebijakan Makassar 
Tidak Rantasa Demi  
Mewujudkan Kota 
yang Bersih 
 (Masyarakat) 
Program kerja 
pemerintah Peralatan kebersihan 
Lemahnya tingkat 
kesadaran 
masyarakat dalam 
kebersihan 
Kurangnya 
kesadaran dalam 
bergotong royong 
Prosedur kerja yang 
tidak jelas dan 
pelaksanaan  
Lemahnya 
Pengawasan 
Staf Pemerintah 
yang bertugas 
 Kinerja Mobil 
sampah masih 
kurang efesien 
Penyedian alat – alat  
kebersihan di kantor – 
kantor masih kurang 
Kurangnya tempat 
sampah di kelurahan - 
kelurahan 
Kerja sama kurang 
baik terhadap 
masyarakat 
Kurang Sosialisai 
kepada masyarakat 
IJPA-The Indonesian Journal of Public 
Administration Volume 3 | Nomor 1 | Juni 2017 
 
84 |  Available online at website: http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index 
Copyright © 2017|IJPA|E-ISSN:2460-0369 
 
 
melaksanakan tugas program kerja tersebut, yang dimana kebijakan pemerintah 
soal makassar  tidak rantasa menurut saya sudah baik, dimana tingal 
implementasinya masih kurang dan masyarakat harus turun tangan juga 
membantu pemerintah dalam mewujudkan makassar menjadi kota bersih dimana 
masyarakat harus menjada kebersihan lingkungan masing – masing, aktifkan 
gotong royong di setiap kelurahan – kelurahan kota makassar tersebut agar semuat 
turut terlibat dalam peogram kerja MTR atau makassar tidak rantasa  dan 
penyebab utama agar implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai yang di 
inginkan di mana soal peralatan kebersihan yang harus lengkap di setiak 
kelurahan yang berada di masing-masing kecamatan kota makassar  seperti tempat 
sampah, sapu lidi, sapu hijau, penyiraman bunga,alat pemotong rumput dan lain-
lainya terutama spanduk tentang menjaga kebersihan terutama di kantor dan di 
sekolah – sekolah,mobil pengankut sampah pun harus on time tiap harinya 
mengambil  sampah – sampah di tempat sampah yang di sediakan agar tidak 
penuh dan berserakan di jalan selain itu program pemerintah harus jelas dan di 
sosialisasikan agar masyarakat tau dan turut serta dalam melaksanakan program 
kerja seperti gotong rotong dan lain – lainya .  
KESIMPULAN 
Dari penjelasan dia atas di mana Perkotaan atau kawasan metropolitan 
merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi 
yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan 
jumlah penduduk yang sangat besar, dengan karateristik dan persoalan yang 
berbeda dan spesifik. Oleh karenanya suatu perkotaan memerlukan pengelolaan 
tersendiri dalam pemecahan persoalan yang dihadapi, salah satu persoalan 
perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah kota. Kehidupan manusia 
tidak lepas dengan sampah. Setiap orang, pasti menghasilkan sampah. 
Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah terkait dengan 
adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan 
perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, 
serta sistem pengelolaan yang dilakukan. Di negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia persoalan sampah lebih banyak disebabkan masalah sosialnya, 
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dibandingkan dengan masalah teknologinya. Hal ini disebabkan karena persoalan 
teknologi pengolahan sampah sebenarnya sudah ada. Hanya penerapannya saja 
yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi setempat. Walikota 
Makassar Danny Pomanto sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto mengalakkan , 
program Gemar MTR . Program MTR ini  harus dimulai dari lingkungan pegawai 
Pemkot Makassar dan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota 
Makassar.Harus berangkat dari SKPD Pemkot Makassar, Makassar ta tidak 
rantasa ini adalah agenda pertama pasangan DIA (Danny Pomanto-Syamsur 
Rizal). Kata rantasa digunakan untuk menggali kultur yang ada di kota 
Makassar,Walikota makassar yang juga arsitek profesional ini mengingatkan 
kepada SKPDnya agar tidak saling mengharap dalam program tersebut. SKPD 
hingga camat dan lurah se-Kota Makassar wajib membersihkan ketika mendapati 
sampah.“Ditekankan pula kepada Dinas Kebersihan, untuk lebih memaksimalkan 
fungsi truk angkutan yang dimiliki, dan juga kesejahteraan para pelaku 
persampahan,” imbau Danny. Khusus lurah, bertuga sosialisasi Gemar MTR dari 
rumah ke rumah (door to door) melalui brosur-brosur,sebelum aksi bersama – 
sama untuk kebersihan kota Makassar dan di mana masih banyak timbul – timbul 
permasalahan ketika ingin menerapkan suatau kebijakan dengan baik maka dari 
itu  lihat dari permasalahan di atas bagaimana dengan teori  teknik analisis 
Ishikawa Mapping kita dapa menyelesaikan semua masalah yang ada  yang sudah 
di terapkan di atas tentang kerangka diagram Fishbone. 
SARAN 
Dari pemaparan di atas di mana membahas soal kebijakan MTR yaitu 
Makassar tidak rantasa atau biasa di bilang Makassar tidak kotor yang di mana 
implementasi kebijakan program-program kerja masih kurang baik, di mana 
masih banyaknya sampah-sampah berserakan dan kurangnya  sifat gotong royong 
yang di laksanakan setiap minggunya oleh kelurahan setempat, dimana masih 
kurangnya ketegasan dari pemerintah dan sosialisasi  yang masih kurang soal 
pentingnya kebersihan itu sendiri,  pemerintah seharusnya terjun langsung di 
lapangan melihat kondisi yang terjadi, apa – apa saja masalah yang terjadi di 
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masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat bisa saling kerja sama 
menjalankan tugas dan fungsi – fungsinya masing – masing.  
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